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PENGANTAR

Buku Rancangan Pengajaran Advokasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia merupakan panduan yang berisi informasi umum, kompetensi mata

ajar, bahasan, rujukan, tahap pembelajaran, dan matrik kegiatan.

Panduan ini ditujukan untuk staf pengajar Mata Kuliah Advokasi Kesehatan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dengan adanya buku ini diharapkan proses
pembelajaran dapat berjalan secara baik dan peserta didik dapat mencapai tujuan serta
kompetensi mata ajar sesuai yang telah disepakati. Namun demikian, bila dirasakan perlu
dapat dilakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan khusus tiap fakultas. Penyusun berharap
agar informasi yang terdapat di dalam buku ini dapat dipelajari dan dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya untuk keberhasilan pembelajaran.

Penyusun menyadari bahwa isi buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu
kritik dan saran membangun sangatlah diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa
yang akan datang. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang

telah memfasilitasi dan membantu penyusunan buku ini.

Tim Penyusun
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BAB |
INFORMASI UMUM

Nama Program Studi/jenjang : Kesehatan Masyarakat/ S-1

(Fakultas Kesehatan Masyarakat)

Nama mata kuliah : Advokasi Kesehatan
Kode mata kuliah : WPS11214
Semester ke- : 4 (Genap)
. Jumlah SKS : 2 SKS
Metoda pembelajaran : Collaborative Learning dan Case Based
Learning
Mata ajar prasyarat : Tidak ada
. Pendukung mata kuliah : Kolaborasi, Sistem Pelayanan Kesehatan di

Indonesia, Komunikasi Kesehatan
Integrasi antara mata kuliah : Kolaborasi, Sistem Pelayanan Kesehatan di
Indonesia, Komunikasi Kesehatan
. Deskripsi modul

Modul ini mempelajari tentang konsep advokasi kesehatan, peran situasi sosial
politik, perbedaan advokasi kesehatan dan advokasi promosi kesehatan dan
komponennya, strategi dan teknik advokasi dalam promosi kesehatan. Selain itu,
dibahas juga tentang teknik dan media advokasi, pengelolaan, dan indikator
keberhasilan advokasi. Komponen yang diharapkan adalah setelah mengikuti mata
ajar ini mahasiswa mampu memahami dan dapat menerapkan teknik advokasi
sehingga dapat melakukan perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan anggaran

ataupun program terutama dalam bidang kesehatan di Indonesia.



BAB Il
KOMPETENSI

Kompetensi (Sasaran Pemelajaran Akhir)

Bila diberikan kasus terkait advokasi kesehatan atau kesehatan masyarakat, mahasiswa

mampu memahami dan dapat menerapkan teknik advokasi sehingga dapat mendorong

terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, program termasuk anggaran terutama dalam

bidang kesehatan atau kesehatan masyarakat di Indonesia.

Subkompetensi (Sasaran Pemelajaran Penunjang)

Bila diberi data isu advokasi kesehatan, mahasiswa mampu:

1.1.  Menjelaskan konsep, teori, dan perkembangan advokasi

1.11.
1.1.2.

Konsep dan teori advokasi
Perkembangan advokasi di Indonesia

1.2. Menjelaskan kebijakan publik terkait kesehatan dan analisis anggaran

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Sasaran advokasi
Teori analisis kebijakan publik
Kebijakan terkait anggaran kesehatan

1.3.  Menjelaskan pendekatan dan strategi advokasi

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Macam-macam strategi advokasi
Kelebihan dan kekurangan strategi advokasi
Etika advokasi dan penyampaian pendapat kepada pemangku kebijakan

Kendala yang dihadapi

1.4. Menjelaskan jejaring dalam advokasi kesehatan

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

Tujuan dan manfaat jejaring dalam advokasi kesehatan
Teknik jejaring

Penerapan jejaring pada advokasi kesehatan
Keuntungan yang didapatkan dari penerapan jejaring

Kendala yang dihadapi dalam aplikasi jejaring



Bagan Alir Kompetensi

kesehatan masyarakat di Indonesia

Mahasiswa mampu memahami dan dapat menerapkan teknik advokasi sehingga dapat mendorong terjadinya
perubahan pada kebijakan pemerintah, program, termasuk anggaran dalam bidang terkait kesehatan atau

MAMPU MENGIDENTIFIKASI PARAMETER

Konsep/Teori
advokasi

Komponen
advokasi

Kebijakan Pendekatan dan
kesehatan/program strategi advokasi
termasuk anggaran terkait

bidang kesehatan
masyarakat

Peran jejaring Media Massa
sebagai pendukung
advokasi

Menjelaskan teori, ruang
lingkup, dan
perkembangan

Menjelaskan Kebijakan
kesehatan/program termasuk
anggaran terkait bidang
kesehatan masyarakat

Menjelaskan pendekatan dan
strategi advokasi yang digunakan
untuk memperlancar proses
advokasi dengan memanfaatkan
jejaring sosial




BAHASAN DAN RUJUKAN

BAB Il

A. Kompetensi, Bahasan, Estimasi Waktu, dan Rujukan

Kompetensi/ Pokok Bahasan | Subpokok Bahasan Estimasi Rujukan
subkompetensi Waktu
Menjelaskan Advokasi 1. Perkembangan advokasi | 3 kali Di bagian :
konsep, teori, kesehatan dan di Indonesia pertemuan 1,2,3.4.5 6,
dan perkembangannya | 2. Perkembangan advokasi 7.8.9. 10
perkembangan di Indonesia di lingkungan
advokasi Kementerian Kesehatan
kesehatan RI
3. Perkembangan advokasi
dilingkungan
kependudukan/ KB
4. Perkembangan advokasi
di Perguruan Tinggi
5. Mengenal berbagai
organisasi sipil yang
bergerak dibidang
advokasi
Konsep/teori 1. Penjelasan advokasi, Di bagian :
advokasi advokasi kesehatan, dan 123456
advokasi kesehatan 7.8.9. 10
masyarakat
2. Ruang lingkup advokasi
kesehatan dan advokasi
kesehatan masyarakat
3. Teori advokasi
(Sharma, Bagan A,
enam Lingkaran
Advokasi Efektif,
Miller dan Covey)
Menjelaskan Sasaran advokasi | 1. Tugas dan fungsi DPR | 6 kali Di bagian :
kebijakan legislatif dan DPRD sebagai pertemuan 3,7.10
publik, program pembuat kebijakan
termasuk 2. Proses pembentukan
anggaran terkait Undang-Undang,
kesehatan/ peraturan daerah/Perda
kesehatan
masyarakat




Kebijakan Publik | 1. Definisi kebijakan Di bagian :
dan program publik dan anggaran 11,12, 13, 14,
termasuk 2. Teori analisis kebijakan 15, 16
anggaran terkait publik
kesehatan 3. Proses perencanaan,
persiapan, pembuatan,
dan penganggaran
APBN/APBD
4. Kebijakan daerah terkait
anggaran kesehatan
Pendekatan dan 1. Penjelasan pendekatan Di bagian :
strategi advokasi dan strategi advokasi 17, 18, 19, 20,
kesehatan 2. Perbedaan strategi 21,22, 23, 24,
advokasi bottom up dan 25, 26, 27
top up
3. Perbedaan strategi
advokasi fisik dan non
fisik
4. Perbedaan strategi
advokasi konfrontatif
dan kooperatif
5. Perbedaaan strategi
advokasi proaktif dan
reaktif
Menjelaskan Pembentukan 1. Penjelasan jejaring, 5 kali Di bagian :
peranan jejaring | jejaring/koalisi tujuan, manfaat, dan pertemuan 28, 29. 30, 31,
dalam advokasi | dalam advokasi riwayatnya 32,33, 34, 35,
kesehatan kesehatan 2. Keuntungan dan 36, 37, 38, 39,
kerugian teknik jejaring 40, 41
3. Penerapan jejaring
sosial pada petugas
kesehatan
4. Kendala yang mungkin
dihadapi pada
penerapan jejaring
Lobi dan 1. Berbagai teori lobi Di bagian :
negosiasi dalam | 2. Etika dalam lobi 42. 43, 44, 45,
advokasi 3. Kriteria pelobi yang 46, 47, 48, 49,
kesehatan baik 50
4. Teknik lobi dan waktu
lobi yang tepat
5. Penerapan lobi dalam
bidang kesehatan
6. Riwayat negosiasi
7. Tujuan dan manfaat
negosiasi
8. Teori dan proses

negosiasi




Teknik dan kendala
negosiasi

Media Advokasi

Penjelasan tujuan dan
target advokasi media
Keberhasilan advokasi
media

Penerapan advokasi
media untuk isu
kesehatan

Teknik advokasi media
(siaran pers, opini,
editor, artikel
pengaduan, opini
masyarakat)

Di bagian :
51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58

Penerapan
advokasi terkait
isu kesehatan
yang ada

Identifikasi isu advokasi
dan pengumpulan data
pendukung advokasi
terkait kesehatan
Perumusan tujuan dan
identifikasi mitra koalisi
Penjelasan program dan
kegiatan termasuk
kegiatan evaluasi dan
monitoring

Di bagian :
59, 60

Menjadi warga
negara sipil yang
bertanggungjawab

Penjelasan hak warga
Negara sesuai dengan
peraturan dan
perundangan terkait di
Indonesia

Sarana/media yang
digunakan untuk
menyampaikan kritik
sebagai masyarakat
Keterampilan
menyampaikan berbagai
bentuk kritik berbagai
kebijakan melalui media
sosial di masyarakat
Etika terkait
penyampaian kritik dan
saran

Di bagian :
61
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BAB IV

TAHAP PEMELAJARAN

No. Kompetensi/ Tahap Pemelajaran Media Teknologi
subkompetensi
O (%) L (%) U (%)
1.1 | Menjelaskan Kuliah Diskusi Pleno, UAS Fasilitas kuliah
konsep/teori dan Pengantar Kelompok (25%) N ) )
Fasilitas diskusi
perkembangan (15%) (CBD) ) ]
_ (white board/ flip
advokasi kesehatan (60%)
chart)
Akses internet
(komputer dan
perangkatnya)
1.2 | Menjelaskan Kuliah Diskusi Role Play, Fasilitas kuliah
kebijakan publik, Pengantar Kelompok Pleno (25%) . ) ]
Fasilitas diskusi
program termasuk | (15%) (CBD) ] ]
) (white board/ flip
anggaran terkait (60%) o
chart, animasi/
kesehatan/ ] )
simulasi)
kesehatan
masyarakat Akses internet
(komputer dan
perangkatnya)
1.3 | Menjelaskan Kuliah Diskusi Role Play, Fasilitas kuliah
peranan jejaring Pengantar Kelompok Pleno, UAS . ) )
) Fasilitas diskusi
dalam advokasi (15%) (CBD) (25%) ] ]
(white board/ flip
kesehatan (60%)

chart, animasi/

simulasi)

Akses internet
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(komputer dan

perangkatnya)

17




RANCANGAN TUGAS LATIHAN

BAB V

A. Tujuan Tugas (Kemampuan akhir yang diharapkan)

Tabel uraian tugas

Kompetensi/ Objek Ruang Lingkup Cara Batas Diskripsi
subkompetensi garapan pengerjaan | Waktu luaran tugas
yang dihasilkan
Mampu Tugas Advokasi Kelompok/ | 4 minggu Ketepatan
menjelaskan mandiri kesehatan dan individu menjelaskan
konsep/teori dan (menjawab erkembangannya konsep dasar
perkembangan J p. .g ¥ P i
advokasi pertanyaan) di Indonesia advokasi dan
kesehatan Power point Konsep/teori teori/konsep
presentasi advokasi terkait advokasi
kelompok
kecil
Power point
presentasi
Pleno
Buku
catatan
Mampu Tugas Sasaran advokasi | Kelompok/ | 5 minggu Ketepatan
menjelaskan mandiri legislative individu menjelaskan
kebijakan iawab - _ dvokasi
publik, program (menjawa Kebijakan publik sasaran a \{o asi
termasuk pertanyaan) dan program dan strategi
anggaran terkait | . power point termasuk dalam
kesehatan/ presentasi anggaran terkait menerapkan
kesehatan dvokasi terkai
masyarakat kEIOmDOK kesehatan advokasi terkait
kecil Pendekatan dan kesehatan
Power point strategi advokasi
presentasi kesehatan
Pleno
- Buku
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catatan

Mampu
menjelaskan
peranan jejaring
dalam advokasi
kesehatan

- Tugas
mandiri
(menjawab
pertanyaan)

- Power point
presentasi
kelompok
kecil

- Power point
presentasi
Pleno

- Buku
catatan

Pembentukan
jaringan/koalisi
dalam advokasi

Lobi dan
negosiasi dalam
advokasi

Media advokasi

Penerapan
advokasi terkait
isu kesehatan
yang ada

Menjadi warga

sipil yang
bertanggungjawab

Kelompok/
individu

7 minggu

Ketepatan
menjelaskan
berbagai
berbagai koalisi
yang dilibatkan
dalam advokasi,
keterampilan
melobi dan
negosiasi, serta
peranan warga
sipil dalam
mengKritisi
kebijakan
tentang
kesehatan

B. Kriteria Penilaian

Komponen kognitif:

el el

Ketepatan pemahaman teori etika, prinsip etika, peran etika dalam kesehatan
Ketepatan analisis masalah menggunakan KDB
Ketepatan penyelesaian masalah berdasarkan pertimbangan teori dan prinsip etika
Ketepatan dalam menjelaskan perbedaan dan kaitan etika, disiplin, dan hukum

dalam praktek kesehatan dan kedokteran

Ketepatan dalam menjelaskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan profesi
masing-masing dalam kaitan dengan praktek kesehatan dan kedokteran

Komponen skills:

1. Kemampuan berargumentasi dalam kerangka prinsip etika
2. Kemampuan berbagi informasi perihal hukum terkait bidang kesehatan yang

berlaku di Indonesia

Komponen afektif:

1. Sikap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat
2. Sikap menghargai dan menghormati profesi lain

3. Mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya
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BAB VI

EVALUASI
A. Evaluasi Hasil Pemelajaran
Bentuk Instrument Frekuensi Bobot (%)

Penilaian Diskusi Lembar penilaian 6 20%
kelompok
Penilaian Buku catatan Lembar penilaian 6 15%
mahasiswa
UTS Soal Ujian(MCQ) 1 25%
UAS Soal Ujian(MCQ) 1 25%
Tugas individu dan Makalah 3 15%
kelompok (Role Play)

Total 100%

Untuk mengikuti ujian Modul Advokasi Kesehatan, mahasiswa harus memenuhi persyaratan

jumlah kehadiran minimal 80% dari seluruh sesi mata kuliah

Mabhasiswa dinyatakan lulus modul bila rata-rata nilai akhir DAN nilai tiap

komponen > 55

B. Evaluasi Modul

Pada akhir pelaksanaan modul akan disebarkan kuesioner pada peserta didik dan pengajar modul
advokasi kesehatan mengenai pelaksanaan modul.

C. Kriteria Penilaian

No. Nilai Bobot Kisaran Nilai
1 A 4.0 85-100
2 A- 3.7 80-84
3 B+ 3.3 75-79
4 B 3.0 70-74
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5 B- 2.7 65-69
6 C+ 2.3 60-64
7 C 2.0 55-59
8 C- 1.7 50-54
9 1.0 40-49
10 E 0 <40

Nilai Batas Lulus=C
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BAB VII
MATRIKS KEGIATAN

Jadwal MK Advokasi Kesehatan

Semester Genap 2013/2014
Kelas Reguler/Ekstensi
Pukul 11.00-12.40

Penanggung Jawab : Prof. dr. Hadi Pratomo, Dr. PH

Pertemuan Teori Pelaksanaan Dosen
Minggu 1 Pengantar dan determinan advokasi Kuliah, diskusi kelompok Hadi Pratomo
Minggu 2 Perkembangan advokasi di Indonesia Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, | Hadi Pratomo
tanya jawab
Minggu 3 Konsep/ teori avokasi Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, | Hadi Pratomo
tanya jawab
Minggu 4 Proses perencanaan advokasi | : Sasaran | Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, | Hadi Pratomo
advokasi legislatif tanya jawab
Minggu 5 Kebijakan publik, program termasuk | Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, | Hadi Pratomo
anggaran terkait kesehatan tanya jawab
Minggu 6 Proses perencanaan advokasi Il Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, | Hadi Pratomo
Pendekatan  dan  strategi  advokasi | tanya jawab
kesehatan
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Minggu 7 UTS HP
Minggu 8 Pembetukan jejaring/koalisi dalam | Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, Hadi Pratomo
advokasi kesehatan tanya jawab
Minggu 9 Lobi advokasi kesehatan Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, Hadi Pratomo
tanya jawab
Minggu 10 Negosiasi advokasi kesehatan Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, Hadi Pratomo
tanya jawab
Minggu 11 Media advokasi | Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, Hadi Pratomo
tanya jawab
Minggu 12 Media advokasi 1l Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, Hadi Pratomo
tanya jawab
Minggu 13 Penerapan  kasus  advokasi  terkait | Role play Hadi Pratomo
kesehatan di Indonesia |
Minggu 14 Penerapan  kasus  advokasi  terkait | Role play Hadi Pratomo
kesehatan di Indonesia Il
Minggu 15 Menjadi warga negara sipil yang | Kuliah, presentasi, diskusi kelompok, Hadi Pratomo
bertanggungjawab tanya jawab
Minggu 16 UAS Hadi Pratomo
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LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Konsep, teori, dan perkembangan advokasi di Indonesia
Pokok Bahasan : Advokad, advokasi, dan perkembangan advokasi di Indonesia
Disko 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan asal usul istilah advoka dan
perkembangannya di Indonesia serta perkembangan organisasi yang menangani

advokasi.
Diskusikan :
1. Jelaskan perbedaan advokad dan advokasi

2. Jelaskan perkembangan advokasi di Indonesia pada masa pra kemerdekaan

3. Jelaskan perkembangan advokasi di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan

4. Jelaskan perkembangan advokasi di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang RI

No. 18 tahun 2003 tentang Advokad
5. Jelaskan perkembangan advokasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Jelaskan perkembangan advokasi di lingkungan Kependudukan/KB
7. Jelaskan perkembangan advokasi di lingkungan Perguruan Tinggi
8. Jelaskan berbagai organisasi sipil yang bergerak di bidang advokasi
Konsep/Teori Advokasi
Pokok Bahasan : Ruang lingkup dan teori terkait advokasi
Disko 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup advokasi kesehatan

masyarakat dan berbagai teroti tentang advokasi kesehatan.
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Diskusikan :

1. Jelaskan definisi/pengertian advokasi

2. Jelaskan definisi/pengertian advokasi kesehatan

3. Jelaskan definisi/pengertian advokasi kesehatan masyarakat

4. Jelaskan ruang lingkup advokasi kesehatan

5. Jelaskan ruang lingkup advokasi kesehatan masyarakat

6. Jelaskan teori Sharma

7. Jelaskan teori bagan A untuk advokasi dari John Hopkins University
8. Jelaskan teori enam lingkaran advokasi efektif

9. Jelaskan teori advokasi Miller dan Covey

Mengenal Sasaran Advokasi Legislatif

Disko 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan sasaran advokasi
Diskusikan :

1. Jelaskan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat

2. Jelaskan tugas dan fungsi DPRD

3. Jelaskan proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah
Kebijakan Publik, Program termasuk Anggaran Terkait Kesehatan

Disko 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan kebijakan publik, teori analisis kebijakan
publik, dan tahapan pembuatan APBN/APBD
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VI.

Diskusikan :

1.

6.

Jelaskan definisi/pengertian kebijakan publik, anggaran, dan kebijakan
Jelaskan teori analisis kebijakan publik

Jelaskan proses perencanaan, persiapan, dan penganggaran APBN/APBD
Jelaskan proses pembahasan dan penetapan APBN dan APBD

Jelaskan prosedur pembuatan APBN dan APBD

Jelaskan kebijakan daerah terkait anggaran kesehatan

Pendekatan dan Strategi Advokasi Kesehatan

Diskusi 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan pendekatan dan strategi

advokasi, membandingkan stategi advokasi yang proaktif dan reaktif, dan memberikan

analisis keuntungan dna kerugian masing-masing staregi advokasi.

Diskusikan :

Jelaskan definisi/pengertian pendekatan dan strategi advokasi
Jelaskan pendekatan advokasi Bottom Up

Jelaskan pendekatan advokasi Top Up

Jelaskan strategi advokasi fisik dan non fisik

Jelaskan strategi konfrontatif dan kooperatif

Jelaskan strategi advokasi proaktif (lobi, dengar pendapat, kampanye) dan reaktif

(demonstrasi, boikot, revolusi, class action, legal standing)

Pembentukan Jejaring/Koalisi dalam Advokasi Kesehatan

Pokok Bahasan : Tujuan, manfaat, kendala dan penerapan teknik jejaring terkait bidang

kesehatan

Diskusi 1 : (Metode Case Based Learning)
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VII.

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan riwayat dan pengertian jejaring/koalisi,

tujuan, manfaat, dan teknik berjejaring, kendala pembentukan jejaring, serta penerapan

teknik jejaring di bidang kesehatan.

Diskusikan :

1.

2.

Jelaskan definisi/pengertian jejaring (networking)

Jelaskan riwayat jejaring

Jelaskan tujuan dari jejaring

Jelaskan manfaat jejaring

Jelaskan teknik jejaring

Jelaskan keuntungan dan kerugian melakukan jejaring dengan teknik media sosial
Jelaskan penerapan jejaring sosial bagi petugas kesehatan

Jelaskan kendala jejaring

Lobi dan Negosiasi dalam Advokasi Kesehatan

Diskusi 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan teori lobi, etika melakukan lobi, tujuan dna

manfaat negosiasi, proses negosiasi, teknik negosiasi, dan memahami kendala

penerapan negosiasi di bidang kesehatan.

Diskusikan :

A. Lobi

Jelaskan definisi/pengertian lobi
Jelaskan berbagai teori tentang lobi
Jelaskan etika dalam lobi

Jelaskan kriteria pelobi yang baik

Jelaskan teknik lobi
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VIII.

6. Jelaskan waktu yang tepat untuk melakukan lobi

~

Jelaskan aplikasi lobi dalam bidang kesehatan

B. Negosiasi

1. Jelaskan definisi/pengertian negosiasi

2. Jelaskan riwayat atau sejarah negosiasi

3. Jelaskan tujuan dan manfaat negosiasi

4. Jelaskan teori dan proses negosiasi

5. Jelaskan teknik negosiasi

6. Jelaskan kendala negosiasi

7. Jelaskan indicator negosiasi

8. Jelaskan aplikasi negosiasi dalam advokasi kesehatan

Media Advokasi (Advokasi Media, Bekerja dengan Media Massa)
Pokok Bahasan : Tujuan, target sasaran, dan keberhasilan advokasi media
Diskusi 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan tujuan, target, dan keberhasilan advokasi

media

Diskusikan :

1. Jelaskan definisi/pengertian advokasi media
2. Jelaskan tujuan advokasi media

3. Jelaskan target sasaran advokasi media

4. Jelaskan keberhasian advokasi media

5. Jelaskan contoh aplikasi advokasi media untuk isu terkait kesehatan
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6. Jelaskan peralatan/teknik advokasi media (Siaran pers, opini editor, artikel

pengaduan, opini)
Cotoh Penerapan Kasus Advokasi Terkait Kesehatan di Indonesia
Diskusi 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menjelaskan langkah pendampingan advokasi pada
masyarakat, mengetahui hambatan dan pendukung pendampingan masyarakat, serta
memaparkan keuntungan dan kerugian pendampingan advokasi melalui

dialog/konsultasi dengan pihak terkait
Diskusikan :

1. Jelaskan identifikasi isu advokasi dan pengumpulan data pendukung advokasi

terkait kesehatan

2. Jelaskan perumusan tujuan advokasi dan identifikasi mitra koalisi untuk advokasi

3. Jelaskan program dan kegiatan advokasi termasuk evaluasi dan monitoring

advokasi
Menjadi Warga Negara Sipil yang Bertanggungjawab
Diskusi 1 : (Metode Case Based Learning)

Sasaran : Peserta didik mampu menyampaikan Kritik serta saran untuk kebijakan
publik.

Diskusikan :

1. Jelaskan hak-hak sipil warga Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan

terkait di Indonesia

2. Jelaskan sarana atau media yang dapat digunakan untuk menyampaikan kritik

sebagai warga masyarakat

3. Jelaskan keterampilan menyampaikan berbagai bentuk kritik berbagai kebijakan

publik melalui media sosial (Twitter, Facebook, Blog) yang ada di masyarakat

29



4. Jelaskan etika terkait penyampaian kritik dan saran dalam hal mengkritisi kebijakan

publik terkait kesehatan masyarakat
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BORANG PENILAIAN

BORANG HASIL DISKUSI ADVOKASI KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

QUESTION BASED LEARNING

Kelas
Kelompok:

Topik:

FORMULIR 1

Pertanyaan yang belum terjawab atau diklarifikasi:

Keterangan:

1. Seluruh anggota menyetujui isi borang
2. Borang diparaf Tutor setelah diperiksa kebenarannya
3. Borang diserahkan ke Tutor

Paraf Tutor
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FORMULIR 2

Q
>
)

«((v

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
o~ UNIVERSITAS INDONESIA

BORANGPENILAIANCATATAN DISKUSI KELOMPOK

Kelompok
Nama Tutor : Tahun akademik : -

Diskusi Kelompok : 1/ 213141516

Tugas Mandiri Rangkuman

Mencari Hasil Diskusi TOTAL:

dan Pleno
No Nama Jawaban TM (70%) + R (30%)

(T™) (R)

Nilai 10 - 100 Nilai 10 - 100 Nilai 10 — 100

10

11

12

13

14

15
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KRITERIA PENILAIAN:
Tugas Mandiri:

1. Bahasa yang dipergunakan
2. Carasitasi yang tepat

3. Kualitas referensi (minimal 2 referensi berasal dari daftar rujukan yang tercantum di BPKM, tidak diperkenankan

menggunakan Wikipedia sebagai referensi).

Rangkuman perolehan pengetahuan baru:

1. Pengetahuan baru yang diperoleh saat diskusi kelompok

2. Rangkuman hasil perolehan pengetahuan yang diperoleh saat pleno.
Catatan:

1. Tugas mandiri dapat berupa bentuk cetak atau bentuk tertulis (tulisan tangan)

2. Rangkuman perolehan pengetahuan baru dibuat dalam bentuk tertulis (tulisan tangan) di buku tulis.

Jakarta 201

nama jelas Tutor
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FORMULIR 3
)

RCC(( (A

=
Ve N4
ST FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
ZO~

UNIVERSITAS INDONESIA

BORANG TUTOR ASSESSEMENT

Kelompok

Diskusi Kelompok 1 1/ 2/3/4/5/6

Tahun akademik : -

Aspek penilaian
peran dalam kelompok Sikap dan perilaku
H O
No | Nama mahasiswa a3 E x 5 = _ = § x TOTAL
235 o 3 S 3 =8 3 3 2 | (Maks.60)
QD —. c QD 2 = 9 c D,
32 2 3 3 3 3 83 S =
= 82 g8 | Beg 3 S
32| 38| g&| * 78| & z
1
2
3
4
5
6
7
8
Berikanlah nilai antara 1 — 10:
1 10
Sangat buruk Sangat baik

Tanda tangan Tutor

(Nama JelasTutor)
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PANDUAN CASE BASED LEARNING (CBD):

A. TUGAS MAHASISWA:

1. Satu minggu sebelum kegiatan Diskusi Kelompok:

a. Mahasiswa sudah memiliki semua pertanyaan QBL modul IBD 1 minggu

sebelum Diskusi kelompok (DK).

b. Masing-masing Mahasiswa sudah mendapat pertanyaan yang telah ditetapkan.

c. Masing masing mahasiswa mencari jawaban pertanyaan yang menjadi

tugasnya dan membuatnya dalam bentuk tulisan atau cetak sebagai bagian dari

Tugas Mandiri. Tuliskan referensinya, minimal 2 referensi sesuai dengan

kaidah yang benar.

d. Mahasiswa sudah siap membawa jawaban tersebut pada saat jadwal diskusi

dilaksanakan.

e. Masing kelompok kecil sudah membuat presentasi dalam bentuk power point

dan membawanya pada saat diskusi dilaksanakan

2. Pada saat pelaksanaan diskusi kelompok:

a. Satu setengah jam pertama:

Untuk setiap diskusi kelompok, pilihlah Ketua dan Sekretaris secara
bergilir.
1. Tugas Ketua Kelompok:
a. Memimpin jalannya diskusi.
b. Menjaga ketepatan waktu diskusi pada proses diskusi.
2. Tugas Sekretaris:
a. Mencatat hasil diskusi pada borang hasil diskusi.

. Setiap mahasiswa melaporkan hasil tugas mandirinya jawaban

pertanyaannyadan anggota kelompok diwajibkan berdiskusi dan
berbagi pengetahuan, tidak lagi mencari jawaban.
Apabila ada pertanyaan yang tidak terjawab, mahasiswa wajib

menuliskannya pada borang hasil diskusi.
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b. Satu setengah jam kedua:
i. Setiap kelompok kecil mempresentasikan hasil kelompoknya didepan

kelas (presentasi dalam bentuk power point).

ii. Mahasiswa presentasi selama 30 menit.

iii. Kelompok mahasiswa yang tidak presentasi wajib bertanya, pada sesi
tanya jawab.

iv. Setelah kegiatan pleno selesai, setiap mahasiswa membuat rangkuman
pleno dan umpan balik dalam bentuk tertulis (tulisan tangan) pada

buku tulis.

TATA TERTIB MAHASISWA MODUL AVOKASI KESEHATAN FKM Ul 2013-2014

1. Kehadiran minimal 80% pada semua aktivitas modul. Mahasiswa dengan tingkat
kehadiran <80% tidak diijinkan mengikuti ujian.

2. Toleransi keterlambatan adalah 30 menit. Mahasiswa yang datang terlambat >30
menit akan dianggap absen/tidak hadir.

3. Mahasiswa harus mempersiapkan diri sebelum setiap sesi diskusi dengan membaca
dan menjawab pertanyaan sesi diskusi sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh tim
modul.

4. Mahasiswa dianggap lulus modul bila nilai rata-rata akhir DAN nilai setiap komponen
penilaian minimal C (>55).

5. Tata tertib umum lain (misalnya tata karma kehidupan kampus) mengikuti peraturan

yang sudah ada.
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